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 ABSTRAK  

Article history:  Penelitian ini berawal dari fenomena hukum kritis berupa 

penyelesaian kasus pidana anak yang tidak konsisten dalam 

sistem peradilan pidana anak di Indonesia, terutama ketika 

praktik di lapangan menyimpang secara signifikan dari 

ketentuan undang-undang. Kesenjangan antara das sollen 

(norma ideal) dan das sein (realitas) ini mempertanyakan 

efektivitas instrumen hukum yang berlaku. Dengan fokus pada 

yurisdiksi Pengadilan Negeri Bangkalan, penelitian ini 

memiliki dua tujuan utama: pertama, menganalisis penerapan 

regulasi perlindungan anak dalam tindak pidana yang 

melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban; dan 

kedua, mengidentifikasi langkah-langkah regulasi yang 

diperlukan untuk merekonstruksi sistem perlindungan hukum 

bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan 

menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan 

pendekatan studi kasus, temuan menunjukkan adanya 

diskrepansi substansial antara ketentuan hukum dan praktik 

peradilan yang sebenarnya dalam penanganan kasus anak. 

Inkonsistensi ini menyoroti kelemahan dalam implementasi 

sistem peradilan pidana anak, terutama dalam penerapan 

prinsip keadilan restoratif dan diversi, yang seharusnya 

diprioritaskan. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi dalam 

sistem peradilan pidana anak di Indonesia—khususnya pada 

tingkat Pengadilan Negeri Bangkalan—harus segera 

memprioritaskan pendekatan rehabilitatif dan restoratif untuk 

memastikan kepentingan terbaik anak benar-benar terlindungi. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan keilmuan hukum bisa dinilai sangat dinamis, dalam beberapa kasus 

hukum seringkali diperlukan menyelesaikan kasus tersebut menggunakan cabang ilmu lainnya 

seperti contoh ilmu kriminologi (Ni Putu Rai Yuliartini 2019).Kriminologi berasal dari dua 

kata dalam Bahasa Latin, yaitu "crimen" yang berarti kejahatan dan "logos" yang berarti ilmu. 

Dengan demikian, kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, atau 

lebih spesifiknya, kriminologi mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan kejahatan. 

Kejahatan, sebagai salah satu fokus utama dalam kriminologi, diartikan sebagai pola perilaku 

yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang diatur dalam hukum 

maupun yang tidak. Selain itu, kriminologi juga mempelajari perilaku menyimpang atau 

tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Norma-norma ini mencakup yang diatur secara formal dalam hukum atau undang-undang, 

serta yang hidup dalam masyarakat meskipun tidak tertulis dalam hukum atau peraturan 

negara (Muhammad Mustofa 2021). Dalam hal ini kemudian diklasifikasikan pada beberapa 

bentuk hukum yang berkembang. 

Jika ditinjau dari segi etimologis, kejahatan dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau 

perbuatan yang dianggap jahat karena sifatnya. Perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan 

apabila merugikan individu atau masyarakat, baik secara materi, seperti dalam kasus 

pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan sebagainya (M. Nurul Irfan 2022). 

Berdasarkan adanya perbuatan yang dibenci dan mendapat reaksi dari masyarakat sebagai 

kejahatan, tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan 

masyarakatnya. Oleh karena hal tersebut, kejahatan akan meresahkan dan merugikan 

kehidupan masyarakat. Sehigga, kejahatan harus diberantas di tindak lebih lanjut dengan cara 

penegakan hukum, yakni melalui penegakan hukum pidana. Karena pada dasarnya secara 

konsep hukum secara umum, penegakan hukum pidana merupakan Ultimum Remidium atau 

biasa ditafsirkan sebagai jalan terakhir dalam system penegakan hukum. 

Menyoroti pada permasalahan hukum yang ada di Indonesia, secara lebih khusus di 

Bangkalan cukup banyak permasalahan hukum yang diklasifikasikan kompleks. Dalam hal ini 

tindak pidana asusila yang melibatkan korban dan pelaku anak. Dalam sistem peradilan 

pidana Ketika ada tindak pidana yang melibatkan anak memanglah harus diterapkan sistem 

yang lebih khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak Pasal 1 angka 1  menerangkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan 
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proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahapan 

penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Uswatun Mardiliyah 

2012) Batas umur bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada 

pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis adalah 12 tahun (Ribkon 2023). 

Dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 12 tahun dianggap belum dapat 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini Sistem peradilan pidana anak wajib 

mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. 

Dalam contoh konkret kasus yang cukup krusial dalam putusannya ialah ketika anak 

terlibat dalam suatu kasus tindak pidana, dan dalam proses penyelesainnya diantara pihak 

tersebut melalui jalur non litigasi dalam hal ini ingin diselesaikan secara kekeluargaan 

berdasarkan pada konsep hukum restorative. Namun kemudian dalam ranah persidangan yang 

sudah berjalan anak tersebut sebagai pelaku diputus untuk tetap menjalankan sanksi pidana. 

Dalam konstruksi Indonesia melalui KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

yang berlaku 3 tahun setelah diundangkan, yakni pada tahun 2026, mengatur secara spesifik 

pasal pencabulan anak dengan bunyi belrikut ini (Parningotan Malau 2023); 

Pasal 415 huruf b UU 1/2023 

Dipidana pelnjara paling lama 9 tahun, seltiap orang ylang mellakukan pelrbuatan cabul 

delngan selselorang ylang dikeltahui atau patut diduga anak. 

Pasal 416 UU 1/2023 

1. Jika tindak pidana dalam Pasal 415 UU 1/2023 melngakibatkan luka belrat, dipidana 

pelnjara paling lama 12 tahun. 

2. Jika tindak pidana dalam Pasal 415 UU 1/2023 melngakibatkan matinyla orang, 

dipidana pelnjara paling lama 15 tahun. 

Pasal 417 UU 1/2023 

Seltiap orang ylang melmbelri atau belrjanji akan melmbelri hadiah melnylalahgunakan wibawa 

ylang timbul dari hubungan keladaan atau delngan pelnylelsatan melnggelrakkan orang ylang 

dikeltahui atau patut diduga anak, untuk mellakukan pelrbuatan cabul atau melmbiarkan 

telrhadap dirinyla dilakukan pelrbuatan cabul, dipidana pelnjara paling lama 9 tahun. 

Pasal 418 aylat (1) UU 1/2023 

Seltiap orang ylang mellakukan pelrcabulan delngan anak kandung, anak tirinyla, anak 

angkatnyla, atau anak di bawah pelngawasannyla ylang dipelrcaylakan padanyla untuk diasuh 

atau dididik, dipidana pelnjara paling lama 12 tahun. 



The Jure: Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2, Juli  2025 

 

169 

 

Pasal 419 UU 1/2023 

1. Seltiap orang ylang melnghubungkan atau melmudahkan orang lain belrbuat cabul atau 

belrseltubuh delngan orang ylang dikeltahui atau patut diduga anak, dipidana pelnjara 

paling lama 7 tahun.   

2. Jika tindak pidana pada aylat (1) dilakukan telrhadap anak kandung, anak tiri, anak 

angkat, atau anak di bawah pelngawasannyla ylang dipelrcaylakan padanyla untuk 

diasuh, dipidana pidana pelnjara paling lama 9 tahun. 

Pasal 422 UU 1/2023 

1. Seltiap orang ylang melnggelrakkan, melmbawa, melnelmpatkan, atau melnylelrahkan anak 

kelpada orang lain untuk mellakukan pelrcabulan, pellacuran, atau pelrbuatan 

mellanggar kelsusilaan lainnyla, dipidana pelnjara paling lama 9 tahun. 

2. Jika tindak pidana pada aylat (1) dilakukan delngan melnjanjikan anak melmpelrolelh 

pelkelrjaan atau janji lainnyla, dipidana pelnjara paling lama 10 tahun. 

Dalam bunyli pasal telrselbut dan dalam kasus ylang sudah telrjadi pelnulis melndapatkan 

belbelrapa pelrtanylaan melndasar ylang akan dirumuskan dalam rumusan masalah dibawah, 

selhingga dapat dijadikan dasar belrkaitan delngan urgelnsi pelnellitian ylang akan dilakukan  

belrjudul : ” Relkonstruksi Pelrlindungan Bagi Anak Atas Kasus Pidana YLang Dilakukan 

Belrdasarkan Pada Putusan Pelngadilan Nelgelri Bangkalan ”. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji Pelngaturan pelrlindungan tindak pidana ylang 

mellibatkan pellaku dan/atau korban anak pada YLurisdiksi Bangkalan dan Relgulasi ylang telpat 

untuk melrelkonstruksi hukum pelrlindungan bagi anak ylang telrlibat dalam tindak pidana. 

MELTODEL PELNELLITIAN 

Dalam Pelmbahasan ini akan diurai melngelnai jelnis pelnellitian, meltodel pelndelkatan, 

sumbelr bahan hukum, meltodel pelngumpulan data, selrta meltodel analisis data (Masfi Syla’fiatul 

Ummah 2022). Uraian dari belbelrapa komponeln pelnellitian hukum. Jelnis pelnellitian ylang akan 

digunakan dalam studi ini adalah pelnellitian hukum yluridis elmpiris. Peltelr Mahmud Marzuki 

melnjellaskan bahwa pelnellitian hukum adalah suatu prosels untuk melngidelntifikasi aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, selrta doktrin-doktrin hukum ylang dapat digunakan untuk 

melnylellelsaikan pelrmasalahan hukum ylang dihadapi (Peltelr Mahmud Marzuki 2016).  

Pelndelkatan ylang akan digunakan dalam pelnellitian ini adalah pelndelkatan pelrundang-

undangan (statutel approach). Pelndelkatan ini dilakukan delngan melnganalisis pelraturan 
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pelrundang-undangan selrta relgulasi ylang rellelvan delngan matelri hukum atau pelrmasalahan 

ylang seldang dikaji. Bahan hukum primelr melrupakan bahan hukum ylang belrsifat autoritatif 

artinyla melmpunylai otoritas bahan hukum primelr belrupa pelraturan pelrundang-undangan, 

catatan-catatan relsmi atau risalah-risalah dalam pelmbuatan pelrundang-undangan, dan putusan-

putusan hakim. Bahan hukum selkundelr adalah bahan hukum ylang melmbelrikan pelnjellasan 

telrhadap bahan hukum primelr. Bahan hukum ini dapat belrupa selmua publikasi telntang hukum 

ylang bukan dokumeln-dokumeln relsmi. Publikasi telntang hukum belrupa buku-buku telks, jurnal 

hukum, komelntar atas putusan pelngadilan dan pelndapat para ahli, selrta welbsitel intelrnelt ylang 

belrkaitan delngan pelnulisan pelnellitian ini. 

PELMBAHASAN 

Kontelks Sosio-Lelgal Selbagai Dasar Urgelnsitas Relkonstruksi 

Pelnellitian melngelnai relkonstruksi hukum pelrlindungan anak dalam kasus pidana ylang 

dilakukan belrdasarkan putusan Pelngadilan Nelgelri Bangkalan melmiliki kontelks sosio-lelgal 

ylang komplelks. Intelraksi antara aspelk sosial dan hukum sangat melmelngaruhi pelrlindungan 

telrhadap anak-anak, khususnyla keltika melrelka melnjadi pellaku tindak pidana. Dalam kontelks 

sosial, masylarakat Bangkalan melmiliki karaktelristik budayla ylang unik, delngan nilai-nilai 

lokal ylang kelrap kali melmelngaruhi pandangan telrhadap anak ylang telrlibat dalam kasus 

pidana. Faktor selpelrti tingkat pelndidikan, aksels telrhadap informasi hukum, nilai budayla, dan 

norma agama melmainkan pelran pelnting dalam melmbelntuk pelrselpsi masylarakat telrhadap 

anak ylang belrhadapan delngan hukum. Anak ylang melnjadi pellaku tindak pidana selring kali 

melnghadapi stigma sosial, ylang belrpotelnsi melnghambat upayla relintelgrasi melrelka kel dalam 

masylarakat. 

Dari pelrspelktif hukum, relkonstruksi pelrlindungan anak mellibatkan elvaluasi pelnelrapan 

aturan ylang ada, selpelrti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telntang Sistelm Pelradilan 

Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telntang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 65 aylat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, misalnyla, 

melnylatakan bahwa "anak ylang belrhadapan delngan hukum belrhak melndapatkan pelrlakuan 

ylang selsuai delngan kelpelntingan telrbaik bagi anak." Sellain itu, Pasal ylang telrmuat dalam UU 

SPPA melnelgaskan bahwa pelnylellelsaian pelrkara anak diutamakan mellalui pelndelkatan keladilan 

relstoratif dan divelrsi. Konvelnsi Hak Anak ylang tellah diratifikasi olelh Indonelsia juga 

melmbelrikan landasan untuk melmastikan bahwa anak melndapatkan hak-haknyla, selpelrti non-

diskriminasi, hak hidup, tumbuh kelmbang, dan pelnghormatan telrhadap pelndapat anak. 
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Analisis telrhadap putusan Pelngadilan Nelgelri Bangkalan melnjadi pelnting untuk melmahami 

seljauh mana norma hukum telrselbut ditelrapkan selcara konsisteln di tingkat lokal. 

 

Tantangan dalam implelmelntasi hukum pelrlindungan anak di Bangkalan melncakup 

kurangnyla pelmahaman hukum di kalangan masylarakat dan kelluarga anak, stigma sosial ylang 

masih kuat telrhadap anak ylang belrhadapan delngan hukum, selrta keltelrbatasan infrastruktur 

hukum ylang ramah anak. Anak selring kali tidak melndapatkan pelrlindungan maksimal karelna 

melkanismel hukum dan sosial ylang bellum telrintelgrasi delngan baik. Sellain itu, konsistelnsi 

dalam putusan hakim selring kali melnjadi pelrmasalahan, di mana pelnelrapan prinsip keladilan 

relstoratif bellum optimal. Hal ini melnunjukkan adanyla kelbutuhan melndelsak untuk 

melmpelrbaiki sistelm pelradilan pidana anak agar lelbih relsponsif telrhadap kelbutuhan 

pelrlindungan anak. 

Dari narasi diatas bahwa relkonstruksi hukum dipelrlukan untuk melnciptakan kelrangka 

hukum ylang lelbih inklusif dan relsponsif. Upayla ini dapat dilakukan mellalui relformasi 

kelbijakan hukum ylang melndukung prinsip keladilan relstoratif, selpelrti ylang diamanatkan 

dalam Pasal 98 UU SPPA, ylang melngatur bahwa prosels hukum telrhadap anak harus 

melngutamakan meldiasi dan pelngelmbalian anak kelpada lingkungan sosialnyla. Sellain itu, 

pelningkatan kapasitas pelnelgak hukum agar lelbih pelka telrhadap hak-hak anak, selrta kelrja 

sama lintas selktor ylang melngintelgrasikan pelndelkatan hukum delngan program sosial untuk 

relhabilitasi dan relintelgrasi anak, melnjadi langkah stratelgis. Delngan relkonstruksi hukum ylang 

belrbasis pada relalitas sosial dan putusan pelngadilan, diharapkan pelrlindungan telrhadap anak 

dapat lelbih optimal dan belrorielntasi pada pelmulihan, bukan selmata-mata pada hukuman. 

Aspelk Kriminologi Selbagai Dasar Pelrimbangan Dilakukannyla Relkonstruksi 

Pada dasarnyla kriminologi dijadikan selbagai salah satu cabang ilmu ylang dibutuhkan 

dan melmiliki pelranan ylang sangat pelnting dalam fokus kajian hukum pidana. Aspelk 

kriminologi melmainkan pelran pelnting selbagai dasar pelrtimbangan dalam mellakukan 

relkonstruksi hukum pelrlindungan bagi anak ylang telrlibat dalam kasus pidana. Kriminologi 

melmbantu melmahami pelnylelbab utama melngapa anak mellakukan tindak pidana, selhingga 

dapat dirumuskan solusi ylang lelbih elfelktif dalam kelrangka hukum dan sosial. Salah satu 

konselp pelnting dalam kriminologi adalah bahwa anak-anak ylang mellakukan keljahatan 

umumnyla dipelngaruhi olelh lingkungan sosial, elkonomi, dan psikologis melrelka. Faktor-faktor 

selpelrti kelmiskinan, kurangnyla pelndidikan, kelkelrasan dalam rumah tangga, atau pelngaruh 
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kellompok selbayla ylang nelgatif selring kali melnjadi latar bellakang keltelrlibatan anak dalam 

tindak pidana. 

Pelndelkatan kriminologi juga melnelkankan pelntingnyla mellihat anak ylang mellakukan 

tindak pidana selbagai individu ylang masih belrada dalam tahap pelrkelmbangan. Hal ini sellaras 

delngan pandangan bahwa anak adalah subjelk ylang melmelrlukan bimbingan dan relhabilitasi, 

bukan selmata-mata pelnghukuman. Dalam kontelks ini, pelndelkatan keladilan relstoratif ylang 

diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 melnjadi sangat rellelvan. Pasal 6 UU SPPA 

melnylelbutkan bahwa keladilan relstoratif belrtujuan untuk melncapai kelselpakatan antara korban, 

pellaku, dan masylarakat guna melmpelrbaiki kelrugian ylang ditimbulkan tanpa harus 

belrorielntasi pada pelmelnjaraan. Sellain itu, Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 2023 melnelgaskan 

bahwa pellaku anak harus melndapatkan pelrlakuan ylang belrbelda dibandingkan delngan orang 

delwasa, telrmasuk dalam prosels pelradilan pidana, ylang melnitikbelratkan pada pelmbinaan, 

relhabilitasi, dan relintelgrasi sosial. 

Telori-telori kriminologi selpelrti telori bellajar sosial (social lelarning theloryl) juga 

melmbelrikan wawasan pelnting. Anak celndelrung melniru pelrilaku dari lingkungan selkitarnyla, 

telrmasuk pelrilaku kriminal. Olelh karelna itu, relkonstruksi hukum harus melmpelrtimbangkan 

program-program relhabilitasi ylang dapat melmutus siklus kriminalitas di lingkungan anak. 

Hal ini melncakup pelnyleldiaan pelndidikan, konselling, dan pellatihan keltelrampilan ylang dapat 

melmbantu anak kelmbali kel jalur ylang positif. Pelndelkatan ini juga seljalan delngan Pasal 106 

UU SPPA, ylang melngatur telntang pellaksanaan divelrsi ylang melncakup pelnylellelsaian pelrkara 

di luar pelngadilan delngan melmpelrhatikan kelseljahtelraan dan relhabilitasi anak. 

Relkonstruksi hukum belrdasarkan pelndelkatan kriminologi juga harus 

melmpelrtimbangkan kontelks lokal masylarakat Bangkalan. Pelngaruh budayla lokal dan norma 

sosial harus dijadikan bagian dari solusi, selpelrti mellalui program belrbasis komunitas ylang 

mellibatkan kelluarga dan masylarakat. Program-program ini dapat dikelmbangkan delngan 

melngacu pada Pasal 110 UU Nomor 1 Tahun 2023, ylang melmbelrikan ruang bagi partisipasi 

masylarakat dalam prosels relhabilitasi dan relintelgrasi sosial anak. Sellain itu, pelmelrintah dan 

lelmbaga telrkait pelrlu melmastikan implelmelntasi ylang elfelktif dari Pasal 66 aylat (1) UU 

Nomor 1 Tahun 2023, ylang melnylatakan bahwa "seltiap anak belrhak atas pelrlindungan dari 

kelkelrasan, elksploitasi, dan selgala belntuk pelrlakuan buruk lainnyla, baik selcara langsung 

maupun tidak langsung. 

Pelndelkatan kriminologi ylang melndalam juga melnelkankan pelrlunyla melngidelntifikasi 

pola kriminalitas pada anak dan bagaimana faktor risiko dapat diminimalisasi. Pelnellitian 
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longitudinal ylang mellibatkan anak-anak di wilaylah Bangkalan dapat melnjadi dasar untuk 

melrumuskan kelbijakan ylang telpat sasaran. Kelbijakan belrbasis data ini dapat melmpelrkuat 

upayla pelncelgahan delngan melmprioritaskan pelndidikan hukum bagi kelluarga, pelnguatan 

nilai-nilai moral di selkolah, dan pelngurangan keltimpangan sosial-elkonomi ylang selring 

melnjadi akar masalah. Delngan relkonstruksi hukum ylang melmpelrtimbangkan belrbagai 

dimelnsi kriminologi, sistelm hukum dapat melmbelrikan pelrlindungan ylang komprelhelnsif dan 

belrkellanjutan bagi anak-anak ylang belrhadapan delngan hukum. Delngan delmikian, 

relkonstruksi hukum tidak hanyla melnjadi relspons telrhadap pelrmasalahan individu anak, teltapi 

juga melnciptakan pelrubahan sistelmik ylang mampu melncelgah keltelrlibatan anak dalam tindak 

pidana di masa melndatang. Aspelk kriminologi, jika ditelrapkan selcara holistik, dapat 

melndukung pelmbelntukan sistelm hukum ylang lelbih manusiawi, adaptif, dan elfelktif dalam 

mellindungi anak. 

Delsain Relgulasi ylang Idelal Selbagai Upayla Prelvelntif mellakukan Relkonstruksi 

Anak-anak selbagai gelnelrasi pelnelrus bangsa melmiliki hak-hak dasar ylang dijamin olelh 

nelgara, telrmasuk hak untuk hidup, belrkelmbang, melmpelrolelh pelndidikan, dan pelrlindungan. 

Keltika selorang anak telrlibat dalam prosels hukum, baik selbagai pellaku, korban, atau saksi 

dalam pelrkara pidana, hak-hak telrselbut harus dijaga delngan selrius agar tidak mellanggar 

prinsip-prinsip pelrlindungan anak ylang tellah diatur dalam pelrundang-undangan. Kelputusan-

kelputusan pelngadilan ylang melngarah pada pellaksanaan keladilan bagi anak-anak ylang telrlibat 

dalam kasus pidana sangat pelnting untuk dipelrhatikan, salah satunyla adalah putusan ylang 

dikelluarkan olelh Pelngadilan Nelgelri Bangkalan. Pelrlindungan hukum ylang melmadai bagi 

anak ylang telrlibat dalam kasus pidana harus diupaylakan mellalui relgulasi ylang 

melngeldelpankan prinsip keladilan dan kelseljahtelraan bagi anak. Pelnellitian ini belrtujuan untuk 

melrumuskan relgulasi ylang melngatur pelrlindungan anak dalam sistelm pelradilan pidana, 

delngan studi kasus pada putusan Pelngadilan Nelgelri Bangkalan. Pelndelkatan ylang diusulkan 

dalam relgulasi ini akan melmbelrikan gambaran telntang bagaimana sistelm pelradilan pidana 

anak dapat ditelrapkan delngan cara ylang lelbih relstoratif dan belrorielntasi pada pelmulihan, 

ylang seljalan delngan prinsip keladilan sosial bagi selluruh rakylat Indonelsia. 

Landasan filosofis dari relgulasi ini belrsumbelr pada nilai-nilai ylang telrkandung dalam 

Pancasila, ylang melnjadi dasar nelgara Indonelsia. Khususnyla sila keldua "Kelmanusiaan ylang 

adil dan belradab" dan sila kellima "Keladilan sosial bagi selluruh rakylat Indonelsia," kelduanyla 

melnelgaskan pelntingnyla pelrlindungan telrhadap martabat manusia, khususnyla bagi anak ylang 

melnjadi bagian dari kellompok relntan dalam masylarakat. Sila keldua melnggaris  bawahi hak 
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anak untuk dipelrlakukan selcara adil tanpa diskriminasi, selmelntara sila kellima melngingatkan 

kita bahwa nelgara harus melmbelrikan pelrlindungan ylang seltara bagi selmua warganyla, 

telrmasuk anak-anak ylang telrlibat dalam tindak pidana. 

Dalam pelrspelktif filosofi hukum, anak bukanlah subjelk hukum ylang selpelnuhnyla 

mampu melmpelrtanggungjawabkan tindakannyla di hadapan hukum. Olelh karelna itu, 

pelndelkatan ylang lelbih lelmbut, ylang melngutamakan relhabilitasi dan pelmulihan, lelbih laylak 

ditelrapkan pada anak-anak ylang telrlibat dalam prosels pelradilan pidana. Nelgara, dalam hal ini, 

tidak hanyla belrpelran selbagai pelnelgak hukum, teltapi juga selbagai pellindung hak-hak anak 

delngan melnyleldiakan melkanismel hukum ylang dapat melmbantu melrelka pulih dari dampak 

nelgatif tindak pidana, baik selbagai pellaku maupun korban. Lelbih jauh lagi, dalam kontelks 

hukum pidana anak, relgulasi ini belrupayla melmpelrkelnalkan konselp keladilan relstoratif, ylang 

belrfokus pada pelnylelmbuhan dan pelmulihan hubungan antara pellaku, korban, dan masylarakat. 

Dalam paradigma ini, tujuan utama pelradilan adalah untuk melngelmbalikan anak ylang telrlibat 

dalam tindak pidana kel dalam masylarakat delngan status sosial dan psikologis ylang lelbih 

selhat, bukan selmata-mata untuk melnghukum. 

Landasan sosiologis dari relgulasi ini belrpijak pada kelnylataan sosial bahwa anak-anak 

selring kali telrlibat dalam kasus pidana karelna faktor-faktor elkstelrnal ylang melmpelngaruhi 

tumbuh kelmbang melrelka. Belrbagai kondisi sosial selpelrti kelmiskinan, keltidakstabilan 

kelluarga, pelrgaulan belbas, dan pelngaruh lingkungan ylang kurang melndukung dapat 

melmelngaruhi pelrilaku anak dan melndorong melrelka untuk telrlibat dalam tindakan ylang 

mellanggar hukum. Felnomelna ini selring kali melnunjukkan bahwa anak-anak bukanlah pellaku 

ylang selpelnuhnyla sadar atau belrtanggung jawab atas tindakan melrelka, mellainkan melrelka 

adalah korban dari kondisi sosial ylang tidak melnguntungkan. 

Sosiologi hukum melngajarkan kita bahwa hukum harus relsponsif telrhadap dinamika 

sosial dan mampu melngakomodasi kelbutuhan pelrlindungan bagi kellompok-kellompok ylang 

relntan, selpelrti anak. Olelh karelna itu, hukum tidak bolelh belrsifat reltributif, mellainkan harus 

lelbih belrorielntasi pada pelmulihan dan pelrbaikan. Dalam hal ini, pelradilan pidana bagi anak 

harus mellibatkan belrbagai pelndelkatan ylang melngutamakan relhabilitasi psikologis, 

pelndampingan sosial, selrta relintelgrasi sosial anak kel dalam masylarakat. Pelrlindungan hukum 

ylang selsuai delngan kondisi sosial anak akan melmpelngaruhi tidak hanyla kelhidupan melrelka, 

teltapi juga masa delpan melrelka dalam masylarakat. Jika prosels pelradilan dapat belrjalan 

delngan pelndelkatan ylang relstoratif dan relhabilitatif, maka diharapkan anak-anak ylang telrlibat 
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dalam tindak pidana dapat belrkelmbang melnjadi individu ylang lelbih baik dan telrhindar dari 

potelnsi pelngulangan tindak pidana di masa delpan. 

Landasan yluridis dari relgulasi ini belrdasarkan pada belrbagai pelraturan pelrundang-

undangan ylang tellah ada di Indonelsia, ylang melmbelrikan kelrangka hukum untuk 

pelrlindungan anak, telrutama dalam kontelks pelradilan pidana. Belbelrapa pelraturan ylang 

rellelvan dalam hal ini antara lain: 

1.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telntang Sistelm Pelradilan Anak ; Undang-

undang ini melmbelrikan dasar hukum ylang jellas melngelnai tata cara pelnylellelnggaraan 

pelradilan pidana bagi anak. SPPA melngeldelpankan prinsip pelrlindungan anak, melngatur 

melngelnai pelrbeldaan proseldur pelradilan anak delngan orang delwasa, selrta melmbelrikan 

prioritas pada pelmulihan anak mellalui tindakan relhabilitatif. Dalam relgulasi ini, 

pelradilan tidak hanyla belrfokus pada pelmbelrian sanksi, mellainkan pada pelngelmbalian 

anak kel masylarakat delngan kondisi ylang lelbih baik. 

2.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telntang Pelrlindungan Anak ; Undang-

Undang ini melnelgaskan bahwa seltiap anak belrhak atas pelrlindungan dari tindak 

kelkelrasan dan elksploitasi, telrmasuk dalam kasus pidana. Pelrlindungan telrselbut harus 

melncakup hak untuk tidak dipelrlakukan delngan cara ylang melrugikan fisik dan melntal 

melrelka, baik sellama prosels hukum maupun seltellahnyla. 

3.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Melskipun KUHP pada dasarnyla melngatur 

melngelnai pidana bagi individu selcara umum, ia juga melmbelrikan keltelntuan melngelnai 

usia anak dalam melnelntukan pelrtanggungjawaban pidana. Pasal-pasal dalam KUHP 

ylang melngatur melngelnai pelmbelbasan tanggung jawab pidana anak atau hukuman ylang 

lelbih ringan bagi anak ylang bellum delwasa melnjadi dasar pelnting dalam melrumuskan 

relgulasi ini. 

4.) Pelraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 telntang Peldoman Pellaksanaan 

Divelrsi dalam Sistelm Pelradilan Pidana Anak ; PELRMA ini melmbelrikan peldoman 

telknis telntang bagaimana selharusnyla pelradilan pidana anak dilaksanakan, telrmasuk 

melngelnai proseldur, pelmbinaan anak, selrta pelmulihan ylang harus dijalani olelh anak 

ylang telrlibat dalam kasus pidana. Hal ini melnjadi acuan pelnting dalam melrumuskan 

relgulasi ylang belrtujuan untuk melmpelrbaiki sistelm pelrlindungan anak 

dalam pelrkara pidana. 

Belrdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yluridis di atas, belrikut adalah muatan 

dalam pasal ylang diatur pada rancangan/delsain relgulasi ylang idelal dalam rangka melngatur 
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pelrlindungan anak dalam kasus pidana, khususnyla belrdasarkan pada putusan Pelngadilan 

Nelgelri Bangkalan: 

 

 

Pelndelkatan Relstoratif dalam Prosels Pelradilan 

a. Prosels pelradilan anak harus melngutamakan pelmulihan dan relhabilitasi, selrta 

melmbelrikan kelselmpatan kelpada anak untuk melmpelrtanggungjawabkan 

pelrbuatannyla delngan cara ylang selsuai delngan usianyla. 

b. Pelnylellelsaian mellalui meldiasi atau konselling antara anak, kelluarga, dan korban 

dapat digunakan untuk melngurangi dampak nelgatif dari prosels hukum. 

Pelnggunaan Pelngadilan Anak ylang Telrpisah dari Pelngadilan Orang Delwasa 

a. Pelngadilan anak harus melnelrapkan proseldur ylang belrbelda dari pelngadilan orang 

delwasa, delngan melmbelrikan pelrhatian khusus pada faktor-faktor psikologis dan 

sosial anak. 

b. Selmua hakim ylang melnangani pelrkara anak harus melmiliki pelngeltahuan dan 

keltelrampilan khusus telrkait hak-hak anak dan pelrlindungannyla. 

Relhabilitasi dan Relintelgration Sosial 

a. Anak ylang telrlibat dalam tindak pidana harus dibelrikan program relhabilitasi ylang 

komprelhelnsif, ylang mellibatkan pelndidikan, konselling psikologis, dan pellatihan 

keltelrampilan untuk melngelmbalikan melrelka kel dalam masylarakat. 

b. Relintelgration sosial dilakukan delngan mellibatkan kelluarga dan komunitas untuk 

melmastikan anak tidak melrasa telrasing seltellah melnjalani hukuman atau 

relhabilitasi. 

Pelran Kelluarga dan Masylarakat 

a. Kelluarga dan masylarakat harus melnjadi bagian dari prosels relhabilitasi, delngan 

melmastikan bahwa lingkungan sosial melndukung pelmulihan anak. 

b. Pelmelrintah, mellalui instansi telrkait, harus melnyleldiakan fasilitas dan dukungan 

untuk kelluarga ylang melmbutuhkan bantuan dalam melndampingi anak-anak ylang 

telrlibat dalam prosels hukum. 

KELSIMPULAN  
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Belrdasarkan pada uraian hasil pelnellitian dan pelmbahasan, maka simpulan yang dapat 

diambil adalah Pelnylellelsaian kasus pidana ylang mellibatkan anak ada keltidakselsuaian ylang 

signifikan antara praktik dan keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan ylang belrlaku. 

Pelnylellelsaian ylang tidak selsuai ini melnunjukkan adanyla kellelmahan dalam implelmelntasi 

sistelm pelradilan pidana anak, khususnyla dalam hal pelnelrapan prinsip-prinsip relstorativel 

justicel dan divelrsi, ylang selharusnyla melnjadi prioritas utama dalam pelnanganan kasus ylang 

mellibatkan anak, baik selbagai pellaku maupun korban. Relformasi dalam sistelm pelradilan 

pidana anak di Indonelsia, khususnyla di Pelngadilan Nelgelri Bangkalan, untuk lelbih 

melnelkankan pada pelndelkatan ylang belrsifat relhabilitatif dan pelmulihan. Olelh karelnanya 

relkonstruksi dalam praktik hukum ylang ada agar lelbih melmpelrhatikan aspelk pelrlindungan 

hak anak, selsuai delngan amanat Undang-Undang Relpublik Indonelsia Nomor 11 Tahun 2012 

telntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telntang 

Pelrlindungan Anak. Hal ini tidak hanyla akan melnciptakan sistelm pelradilan ylang lelbih adil 

bagi anak, teltapi juga melndukung relintelgrasi sosial melrelka seltellah prosels hukum. 
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